
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 106 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN]

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan
masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak
serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah,
perlu dilakukan dengan cara sistem online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Online Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota
Praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ten tang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor
3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
Nomor 13);



Menetapkan 

- 3 -

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat
BPHTB, adalah Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
e-SPTPD, adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan.

12. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat e-SKPD,
adalah data SKPD dalam bentuk elektronik dengan menggunakan aplikasi e­
SKPD yang disediakan oleh Badan.

13. Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya
disingkat e-BPHTB, adalah data BPHTB dalam ben tuk elektronik dengan
menggunakan aplikasi e-BPHTB yang disediakan oleh Badan.
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14. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat e-PBB, adalah data PBB-P2 dalam bentuk elektronik
dengan menggunakan aplikasi e-PBB yang disediakan oleh Badan.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

17. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub
sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.

18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau
menyebarkan informasi elektronik.

19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data intercharge ( EDI ) , surat elektronik ( electronic mail ) , telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Sistem Online Pajak Daerah meliputi pengelolaan, pelayanan, dan 
pelaporan transaksi online Pajak Daerah. 

Pasal 3 

Pelayanan online Pajak Daerah merupakan sistem pelayanan yang dapat 
dilakukan secara online oleh Wajib Pajak melalui aplikasi online yang disediakan 
oleh Badan, meliputi: 

a. e-SPrPD;

b. e-SKPD;

c. e-BPHTB; dan

d. e-PBB.
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Pasal 4 

(1) Sistem online Pajak Daerah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik
secara u tuh;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;

c. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaharuan,
kejelasan, dan pertanggungjawaban; dan

d. informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya
merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

(2) Badan dapat melakukan pengembangan sistem online informasi dan dokumen
yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/ atau dikonsultasikan
dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB III 
TATA CARA DAN PERSYARATAN 

Pasal 5 

(1) Pelayanan online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dan b, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan terlebih dahulu mendaftarkan
diri untuk memperoleh akun Wajib Pajak pada aplikasi online yang disediakan
oleh Badan.

(2) Pelayanan online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
dapat dilakukan melalui Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atau langsung pada Badan.

(3) Pelayanan online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
dapat dilakukan melalui Kantor Desa/Kelurahan tempat kedudukan objek
pajak dan/atau oleh Wajib Pajak secara langsung.

Pasal 6 

(1) Tata cara dan persyaratan pelayanan online Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dapat merujuk dan/ atau menyederhanakan dari tata
cara dan persyaratan yang telah diatur sebelum pelaksanaan pelayanan online
Pajak Daerah.

(2) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan
melalui Standart Operating Procedures (SOP) dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV 

SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem 

Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 

Pasal 7 

Sistem online pelaporan transaksi meliputi pelaporan transaksi untuk objek pajak 
hotel, restoran, parkir, dan hiburan. 
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Pasal 8 

(1) Badan melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan
dipasangkan alat dan/ a tau sistem perekaman data transaksi usaha.

(2) Badan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/ atau sistem
perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

(3) Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan
dilakukan pemasangan alat dan/ a tau sistem perekam data transaksi usaha
Wajib Pajak.

Pasal 9 

( 1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan
dalam rangka pemasangan alat/atau sistem perekam data transaksi usaha
Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan
alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem 

Perekam Data Transaksi U saha Wajib Pajak 

Pasal 10 

(1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak
menjadi tanggung jawab Badan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
dapat membentuk Tim dan/ atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan
pemeliharaan alat dan/ atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.

Pasal 11 

(1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat
dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah
Daerah.

(2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala
terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak
berkewajiban segera melaporkan kepada Badan.

(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja merusak atau membuat alat dan/atau
sistem perekam data tidak berfungsi, akan dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/ atau 

Sistem Perekam Data Transaksi U saha Wajib Pajak 

Pasal 12 

(1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib
Pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.

(2) Badan dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
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(3) Badan melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

Pasal 13 

( 1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dengan laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan
dapat meminta Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau
penjelasan.

(2) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil
penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan
kepada Badan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2), Badan berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis 
pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

BABV 
SISTEM ONLINE INTEGRASI PAJAK 

Pasal 15 

(1) Sistem online integrasi pajak merupakan sistem yang terintegrasi secara online
dengan Organisasi Perangkat Daeral1. lainnya dalam pengelolaan Pajak Daerah.

(2) Penyelenggaraan sistem online integrasi pajak adalah untuk menghasilkan
informasi yang komprehensif, cepat, tepat, dan akurat yang dapat digunakan
sebagai bahan pengembangan pengelolaan pajak dan peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak.

(3) Integrasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian
Kerjasama atau Kesepakatan Bersama.

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI



Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 1 Oktober 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS PRAMONO 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 106. 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/SEKRETARIAT DAERAH 
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